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ABSTRAK 
Artikel ini diarahkan untuk penerapan tahapan perencanaan anggaran pemerintah daerah 
dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini hanya mendeksripsikan atau mengkonstruksi 
wawancara mendalam  terhadap subjek penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran 
yang jelas mengenai tahapan perencanaan anggaran dalam meningkatkan efektivitas 
organisasi. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah penerapan tahapan perencanaan 
anggaran pemerintah daerah yang meliputi penetapan strategi terkait visi dan misi organisasi, 
tahapan pembuatan tujuan secara berkesinambungan, tahapan penentuan aktivitas secara 
terencana dan terorganisir, tahapan evaluasi dan pengambilan keputusan secara berkala, dan 
persetujuan DPRD akan menjamin tingkat keberhasilan program yang direncanakan baik dari 
sisi eksekutif maupun legislatif sehingga arah dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan 
baik dan mewujudkan tingkat efektitivitas organisasi lebih maksimal. Kontribusi yang 
dihasilkan adalah sebagai arahan bagi penerapan anggaran di sektor pemerintah dalam 
memberikan masukan kebijakan anggaran serta memberikan perspektif bagi keilmuan 
manajemen keuangan. 
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1.   PENDAHULUAN  
Anggaran merupakan pernyataan mengenai 
estimasi kinerja yang hendak dicapai selama 
periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam 
ukuran finansial. Anggaran ini dimaksudkan agar 
pemerintah mengetahui sebatas mana kemampuan 
yang dimiliki pemerintah dalam melaksanakan 
tugasnya agar selaras dengan tujuan pemerintah 
dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan anggaran 
dalam pemerintahan harus benar-benar 
memfokuskan tujuannya untuk kesejahteraan 
masyarakat bukan hanya untuk mewujudkan 
kepentingan pribadi atau golongan semata. Untuk 
itulah diperlukan informasi yang benar-benar 
akurat dalam penyusunan anggaran pemerintah 
daerah, jangan sampai usulan-usulan yang telah 
disampaikan oleh masyarakat tidak terakomodasi 
dalam anggaran. 
SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 
merupakan pusat pertanggungjawaban yang 
dipimpin oleh seorang kepala satuan kerja dan 
bertanggung jawab atas entitasnya, misalnya pada 
Badan Perencanaan pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kabupaten Ciamis bahwa kinerja suatu 
unit kerja pemerintah daerah dapat diukur melaui 
pencapaian aktivitas-aktivitas yang dibiayai oleh 
APBD untuk dapat memenuhi tuntunan akan 
akuntabilitas publik diperlukan adanya paragdigma 
baru dalam manajemen keuangan daerah : APBD 
harus berorientasi pada kepentingan dan 
kesejahteraan publik; APBD merupakan dana 
publik yang penggunaannya harus berorientasi 
pada kinerja yang baik (ekonomis, efisien dan 
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efektif); Penyusunan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban daerah harus dilakukan 
berdasarkan prinsip transparansi dengan 
memberikan akses yang seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang 
berkaitan dengan APBD. 
Dari hasil observasi awal di lapangan bahwa dalam 
pelaksanaan perencanaan anggaran pada Badan 
Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) 
Kabupaten Ciamis dapat dikatakan masih belum 
maksimal hal ini disebabkan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Perencanaan anggaran yang tidak hati-hati, 
sering adanya pemborosan atas biaya yang 
tidak perlu hal tersebut dikarenakan masih 
rendahnya tingkat evaluasi perencanaan 
anggaran yang kurang selektif. 
2. Sering terjadi penumpukan anggaran di akhir 
tahun yang disebabkan karena masih belum 
efektifnya di dalam penetapan tujuan program 
yang direncanakan dengan strategi yang 
dilakukan. 
3. Pencapaian target dan kebijakan yang sering 
kali tidak tepat yang disebabkan karena 
kekuranghatian di dalam penetapan skala 
prioritas perencanaan anggaran yang 
direncanakan. 
4. Pada sisi program dan kegiatan masih terbatas 
pada pendapatan yang bersumber dari PAD, 
sehingga anggaran yang tersedia hanya terserap 
untuk belanja pegawai dan terbatas untuk 
dialokasikan pada program atau kegiatan yang 
seharusnya direncanakan. 
5. Masih lemahnya tingkat evaluasi perencanaan 
anggaran yang dilakukan sehingga 
menyebabkan masih terjadi banyaknya 
program-program kegiatan yang direncanakan 
tidak tepat sasaran. 
2.   METODOLOGI  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini hanya 
mendeksripsikan atau mengkonstruksi wawancara 
mendalam  terhadap subjek penelitian, sehingga 
dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 
tahapan perencanaan anggaran dalam 
meningkatkan efektivitas pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 
Ciamis. 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan 
data dengan cara melakukan: studi kepustakaan, 
wawancara mendalam, observasi lapangan serta 
teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian kualitatif mencakup transkip hasil 
wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data 
dan triangulasi. 
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Tahapan perencanaan anggaran pemerintah 
pada Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Kabupaten Ciamis 
Tahap perencanaan anggaran menjadi sangat 
penting karena proses anggaran yang tidak 
berorientasi pada kinerja organisasi dapat 
menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. 
Perencanaan anggaran juga merupakan managerial 
plan for action untuk memfasilitasi tercapainya 
tujuan organisasi. Secara lebih detail terkait 
tahapan perencanaan anggaran pemerintah pada 
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kabupaten Ciamis dideskripsikan 
sebagai berikut: 
1) Penetapan Strategi Bappeda Terkait Visi 
dan Misi Organisasi 
Dimensi penetapan strategi Bappeda terkait visi 
dan misi ini difokuskan pada indikator adanya 
perencanaan program/kegiatan yang jelas dan 
terukur dan arah serta fokus strategi ke depan 
dalam perencanaan program/kegiatan. 
Dari hasil wawancara terkait kejelasan program 
sebagaimana yang terkandung di dalam visi dan 
misi Bappeda Kabupaten Caimis bahwa 
perencanaan program sangat membutuhkan unsur-
unsur pendukung kategori program / unit lain dan 
saling terintegrasi ke dalam satu kesatuan sehingga 
lebih sistematis dan hal tersebut sudah sangat 
maksimal terlaksana. Selain dari pada itu 
kemampuan pegawai memegang kunci 
keberhasilan setiap perencanaan tersebut, anggota 
harus melakukan interaksi yang lebih dinamis 
dengan sesama anggota dan tidak bersifat 
konservatif. Diharapkan memiliki sikap loyalitas, 
dedikasi dan wawasan yang lebih luas kedepan 
dari semua unsur dan tingkat organisasi untuk 
mencapai sasaran akhir dan manfaat bersama. 
Dalam penyusunan usulan kegiatan harus jelas, 
sehingga siapa saja yang membacanya akan 
mengerti maksud dan tujuan dari pada kegiatan 
yang direncanakan pelaksanaannya. Disamping itu 
dalam penaksiran anggaran biaya tidak 
dimanipulasikan dan harus sesuai dengan bentuk 
kegiatan. 
Selanjutnya dari hasil observasi yang dilakukan 
peneliti di lapangan terkait dengan perencanaan 
program / kegiatan yang direncanakan dapat 
dikatakan maksimal ini terbukti dengan adanya 
dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
SKPD Bappeda Kabupaten Ciamis. Hal ini 
menunjukan bahwa Bappeda Kabupaten Ciamis 
memiliki perencanaan yang jelas dan nyata 
terhadap keterlaksanaan perencanaan anggaran 
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yang direncanakan terhadap kegiatan/program 
yang akan dilakukan kedepannya. 
Dengan demikian bahwa dengan perencanaan 
program sangat penting bagi perkembangan suatu 
organisasi, dengan melakukan perencanaan 
program, maka organisasi sudah yakin dengan 
keberlangsungan dan aktivitasnya dimasa 
periodesasi tertentu. Perencanaan program juga 
membantu dalam organisasi untuk bertindak sesuai 
dengan yang diharapkan dan berlangsung secara 
terencana serta sistematis. 
2) Adanya Tahapan Pembuatan Tujuan Secara 
Berkesinambungan Pada Bappeda 
Kabupaten Ciamis 
Dimensi tahapan pembuatan tujuan secara 
berkesinambungan pada Bappeda Kabupaten 
Ciamis ini difokuskan pada indikator adanya 
tujuan program / kegiatan yang jelas dan dukungan 
aparatur kerja yang profesional. 
Dari hasil wawancara bahwa perencanaan 
anggaran juga berkaitan dengan penyusunan 
anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 
hal ini yaitu mengenai bagaimana kemampuan 
aparatur kerja untuk bekerja secara maksimal di 
dalam keterlaksanaan perencanaan anggaran yang 
dilakukan pada Bappeda Kabupaten Ciamis. 
Dalam memenuhi kebutuhan pegawai, maka 
proses perencanaan SDM pada Bappeda 
Kabupaten Ciamis merupakan usaha untuk 
mengisi/menutup kekurangan pegawai baik secara 
kuantitas maupun kualitas. Sedangkan dalam 
memenuhi kebutuhan kerja, perencanaan SDM 
lebih menekankan adanya usaha peramalan 
(forecasting) mengenai ketersediaan tenaga kerja 
yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan. Secara operasional 
bahwa ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang profesional pada Bappeda Kabupaten Ciamis 
harus mampu menterjemahkan setiap rencana 
program yang akan dilakukannya. 
Lebih lanjut berdasarkan hasil observasi terkait 
ketersediaan pegawai di dalam pelaksanaan 
perencanaan program pada Bappeda Kabupaten 
Ciamis dapat dikatakan belum maksimal, hal ini 
ditandai dengan masih belum maksimalnya 
ketercapaian target kerja yang dicapai oleh 
pegawai. Dimana masih banyak garapan pekerjaan 
yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu oleh 
pegawai kecenderungan tidak memahami akan 
pekerjaan mengenai penyusunan program kerja 
menjadi masalah utama yang perlu dicarikan solusi 
lebih efektif oleh pimpinan Bappeda Kabupaten 
Ciamis. 
 
3) Tahapan Penentuan Aktivitas Secara 
Terencana dan Terorganisir pada Bappeda 
Kabupaten Ciamis 
Dimensi tahapan penentuan aktivitas secara 
terencana dan terorganisir pada Bappeda 
Kabupaten Ciamis ini difokuskan pada indikator 
adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja 
dalam pelaksanaan program yang direncanakan. 
Dari hasil wawancara bahwa keberadaan SOP 
sangat penting bagi operasional suatu organisasi, 
dengan SOP bisa mengantisipasi berbagai situasi 
yang mungkin terjadi dalam menjalankan rencana 
tujuan yang direncanakan khususnya pada 
Bappeda Kabupaten Ciamis. SOP akan 
memberikan arah bagi pegawai Bappeda 
Kabupaten Ciamis dalam menjalankan 
pekerjaannya. dengan adanya SOP ini pegawai 
akan mengetahui lingkup pekerjaanya, dengan 
kejelasan ruang lingkup ini, maka job description 
akan jelas dan tidak tumpang tindih, dengan 
demikian maka pegawai pada Bappeda Kabupaten 
Ciamis akan terjaga dengan baik. 
Lebih lanjut berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan peneliti pada Bappeda Kabupaten 
Ciamis terkait dengan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) di dalam penyusunan rencana 
program dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini 
ditunjukan dengan masih belum efektifnya unit-
unit kerja Bappeda Kabupaten Ciamis yang masih 
belum secara padu melaksanakan penentuan 
rencana program secara tepat. 
4) Tahapan Evaluasi dan Pengambilan 
Keputusan Secara Berkala pada Bappeda 
Kabupaten Ciamis 
Dimensi tahapan evaluasi dan pengambilan 
keputusan secara berkala pada Bappeda Kabupaten 
Ciamis ini difokuskan pada indikator tingkat 
pengawasan secara maksimal dan evaluasi 
terhadap program/kegiatan yang direncanakan.  
Dari hasil wawancara bahwa di dalam pelaksanaan 
kerja pegawai pada Bappeda Kabupaten Ciamis 
selalu dilakukan pengawasan tidak hanya pada 
keterlaksanaan perencanaan anggaran saja, namun 
dari pekerjaan-pekerjaan lain pegawai. Hal ini 
menjadi budaya kita untuk lebih memaksimalkan 
kontrol terhadap kinerja pegawai agar di dalam 
setiap pekerjaan yang diberikan menjadi lebih 
maksimal. Selain pengawasan bahwa evaluasi pun 
dilakukan hal ini penting mengingat melalui 
dengan adanya evaluasi kerja dapat diketahui 
seberapa tepat pegawai telah menjalankan 
fungsinya. Ketepatan pegawai dalam menjalankan 
fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap 
pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Ciamis 
secara keseluruhan. 
Selanjutnya dari hasil observasi peneliti di 
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lapangan, bahwa keterlaksanaan pengawasan kerja 
yang dilakukan sudah sangat efektif, hal ini terkait 
dimana di semua unit kerja Bappeda sudah 
memiliki SOP dan mekanisme pengawasan secara 
aktif dimana seluruh pimpinan unit kerja selalu 
melakukan pengecekan secara berkesinambungan 
terhadap seluruh pelaksanaan kerja yang dilakukan 
pegawai dalam hal ini menyangkut bagaimana 
mekanisme penyusunan perencanaan anggaran 
yang dibuat oleh pegawai secara seksama diawasi 
dan selalu dilakukan evaluasi kerja secara 
berkelanjutan. 
5) Persetujuan DPRD 
Dimensi persetujuan DPRD ini difokuskan pada 
indikator dukungan secara legal dalam bentuk 
pengesahan draft (rancangan) program yang 
direncanakan. 
Dari hasil wawancara bahwa peran DPRD, baik 
dalam proses legislasi maupun atas jalannya 
pemerintahan, termasuk konsekuensi pengawasan 
khususnya terhadap Bappeda di dalam pelaksanaan 
pengawasan anggaran sudah maksimal. Yang lebih 
spesifik bahwa fungsi DPRD yang pertama 
sebagai regulator berfungsi untuk mengatur 
seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk 
urusan- urusan rumah tangga daerah (otonomi); 
yang kedua Policy Making untuk merumuskan 
kebijakan pembangunan dan perencanaan 
program-program pembangunan; dan yang ketiga 
Budgeting sebagai perencanaan angaran daerah 
(APBD) hal tersebut sudah sangat maksimal 
terlaksana. 
Selanjutnya berdasarkan hasil observasi di 
lapangan berkaitan dengan persetujuan DRPD 
dalam rangka perencanaan anggaran menurut 
peneliti sudah dapat dikatakan maksimal, pihak 
DPRD khususnya komisi anggaran selalu bersikap 
reaktif kepada pihak Bappeda untuk memberikan 
masukan / arahan jika ada kekurangan di dalam 
penyusunan perencanaan anggaran. 
B. Efektivitas Organisasi Badan Perencanaan 
dan Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Kabupaten Ciamis 
Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur 
dengan melihat pada sejauhmana organisasi 
tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah 
ditetapkan. Bahwa dengan konsep tingkat 
efektivitas organisasi menunjukkan pada tingkat 
jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau 
fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah 
ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan 
secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang 
ada. 
Untuk mewujudkan fungsi kerja mengenai 
perencanaan anggaran yang efektif, organisasi 
Bappeda Kabupaten Ciamis harus mampu 
menjamin dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang 
menunjang keberhasilan pegawai dalam bekerja. 
Hal ini disebabkan karena pegawai saja tidak 
cukup untuk melakukan sebuah kegiatan kerja, 
tetapi harus didukung dengan adanya fasilitas agar 
pencapaian kerja pegawai sesuai dengan yang 
diinginkan. Fasilitas kerja tersebut yakni sarana 
dan prasarana. Oleh karena itu, sarana dan 
prasarana kerja dikatakan penting dalam proses 
pencapaian kerja pegawai karena sarana dan 
prasarana kerja sebagai hal atau aspek pendukung 
terciptanya kegiatan kerja yang produktif dan 
optimal dalam hal ini di dalam mewujudkan kerja 
pegawai di dalam melaksanakan perencanaan 
anggaran yang maksimal. Sejauh ini berkenaan 
dengan ketersediaan sarana prasarana kerja pada 
Bappeda Kabupaten Ciamis sudah dapat dikatakan 
sudah memadai. 
Dari hasil observasi peneliti di lapangan berkaitan 
dengan ketersediaan sarana prasarana kerja di 
Bappeda Kabupaten Ciamis dalam rangka 
mewujudkan fungsi kerja perencanaan anggaran 
dapat dikatakan sudah maksimal, ditandai dengan 
ketersediaan komputer, laptop, beserta jaringan 
lokal antar unit kerja yang terhubung, serta tata 
ruang kerja antar pegawai sangat nyaman dimana 
ruang kerja pegawai dilengkapi dengan AC dan 
pentilasi udara yang cukup baik. 
C. Tahapan Perencanaan Anggaran Dalam 
Rangka Meningkatkan Efektivitas 
Organisasi Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Kabupaten Ciamis 
Untuk mencapai efektivitas terhadap tujuan 
Bappeda Kabupaten Ciamis maka visi dan misi 
yang telah ditetapkan harus secara nyata dan 
terintegritas dapat disusun dalam proses 
penyusunan perencanaan anggaran dalam bentuk 
kegiatan/program pada Bappeda Kabupaten 
Ciamis yang mampu dilakukan koordinasi dengan 
setiap unit kerja selanjutnya koordinasi tentang 
ketidaksesuain rincian yang terdapat dalam rambu-
rambu harus segera diberitahukan kepada setiap 
unit kerja yang masih belum maksimal di dalam 
pelaksanaan kerjanya. Dalam koordinasi ini bagian 
TAPD bisa memusyawarahkan dengan unit kerja 
lain yang tidak sesuai tersebut untuk diarahkan 
bahwa kebutuhan yang dimasukkan kedalam 
rincian tersebut bukanlah merupakan kebutuhan 
belanja tetap (fixed cost) melainkan dapat 
dialihkan kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti 
kebutuhan belanja variabel (variable cost). 
Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah 
mengenai ketepatan waktu dan kinerja pegawai 
dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengontrol 
setiap kinerja para pegawai dengan cara 
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memastikan apakah semua para pegawai telah 
melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan 
tepat waktu. Sehingga dengan terlaksananya semua 
kegiatan tersebut maka tidak akan menghambat 
dalam proses perencanaan anggaran oleh pegawai 
di Bappeda Kabupaten Ciamis. 
Untuk mengefektifkan perencanaan anggaran 
Bappeda Kabupaten Ciamis, maka yang sangat 
bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah 
Pimpinan Bappeda. Karena pimpinan sebagai 
manajer, berfungsi sebagai otorisator dan 
dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan 
pembayaran. Dan pimpinan harus mampu 
mengembangkan sejumlah dimensi perbuatan 
administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan 
seluruh program ke dalam ekuivalensi keuangan 
merupakan hal penting dalam penyusunan 
perencanaan anggaran. Kegiatan mekanis, 
melibatkan pertimbangan tentang maksud-maksud 
dasar dari program yang direncanakan. 
Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 58 
tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah bahwa tahapan perencanaan anggaran 
harus berdasarkan sebagai berikut: 
1. Penetapan strategi organisasi (Visi dan Misi) 
Visi dan misi adalah sebuah cara pandang 
yang jauh ke depan yang memberi gambaran 
tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh 
sebuah organisasi.  
2. Pembuatan Tujuan  
Tujuan dalam hal ini adalah sesuatu yang 
akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun 
atau yang sering diistilahkan dengan tujuan 
operasioal. Karena tujuan operasional 
merupakan turunan dari visi dan misi 
organisasi, tujuan operasional seharusnya 
menjadi dasar untuk alokasi sumber daya 
yang dimiliki, mengelola aktivitas harian, 
serta pemberian penghargaan (reward) dan 
hukuman (punishment).  
3. Penetapan Aktivitas 
Tujuan operasional akan menjadi dasar dalam 
penyusunan anggaran. Ketika pendekatan 
kinerja dan PPBS yang digunakan maka 
langkah yang harus dilakukan dalam 
penyusunan anggaran adalah penetapan 
aktivitas. Aktivitas dipilih berdasarkan 
strategi organisasi dan tujuan operasional 
yang telah ditetapkan.  
4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan 
Langkah selanjutnya setelah pengajuan 
anggaran disiapkan adalah proses evaluasi 
dan pengambilan keputusan (penelaahan dan 
penetuan peringkat). Proses ini dapat 
dilakukan dengan standar baku yang 
ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan 
memberikan kebebasan pada masing-masing 
unit untuk membuat kriteria dalam 
menentukan peringkat. 
5. Persetujuan DPRD 
Pihak DPRD dalam konteks perencanaan 
memberikan memberikan saran dan pendapat 
berupa pokok-pokok pikiran terhadap 
perencanaan anggaran yang ditetapkan. 
Dalam perencanaan anggaran harus sesuai dengan 
prosedur yang telah ditintukan, agar perencanaan 
anggaran dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi 
dengan demikian bahwa dalam perencanaan 
anggaran program yang berbasis nol, asumsi yang 
digunakan adalah pengambil kebijakan dalam 
organisasi akan menerima apa pun urutan 
prioritasnya yang telah ditetapkan. Dengan 
demikian, kewajiban mereka hanyalah menentukan 
besarnya anggaran yang akan menentukan 
aktivitas mana saja yang dapat dilaksanakan. 
Dengan perencanaan anggaran yang terencana 
akan menjamin tingkat keberhasilan program yang 
direncanakan baik dari sisi eksekutif maupun 
legislatif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 
sebuah anggaran kinerja yang baik dan 
menyeluruh maka dalam proses awal penyusunan 
anggaran harus dilakukan sesuai dengan tahap-
tahap penyusunan anggaran sehingga arah dan 
tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan 
mewujudkan tingkat efektitivitas organisasi lebih 
maksimal. 
4. SIMPULAN  
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan 
tahapan perencanaan anggaran pemerintah daerah 
yang meliputi penetapan strategi terkait visi dan 
misi organisasi, tahapan pembuatan tujuan secara 
berkesinambungan, tahapan penentuan aktivitas 
secara terencana dan terorganisir, tahapan evaluasi 
dan pengambilan keputusan secara berkala, dan 
persetujuan DPRD akan menjamin tingkat 
keberhasilan program yang direncanakan baik dari 
sisi eksekutif maupun legislatif sehingga arah dan 
tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan 
mewujudkan tingkat efektitivitas organisasi lebih 
maksimal. 
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